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RINGKASAN

Fahdin Fadillah Lamury, 2024, Implementasi Pelayanan Publik Di Kantor Pemerintahan
Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Pembimbing: 1. Prof. H.M.
Mas’ud Said., MM., Ph.d. 2. Drs. Agus Zainal Abidin, M.Si.

Berdasarkan pra observasi yang dilakukan penulis pada pertengahan bulan Juli di Kantor
Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang, Penulis menemukan permasalahan
dalam pelayanan publik di Kantor Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang
terkait mengenai jangka waktu pelayanan, salah satunya ketika masyarakat mengurus Kartu
Tanda Penduduk (KTP). Masyarakat menyampaikan proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk
(KTP) tidak sesuai dengan jangka waktu yang seharusnya yaitu tiga hari. Selain itu, ketiadaan
petugas di loket pelayanan. Ketiadaan petugas ini menyebabkan pengguna harus harus
menunggu dan bahkan pelayanannya dilakukan oleh pegawai yang lain. Selanjutnya mengenai
ketiadaan petugas di meja buku tamu.

Dalam penelitian ini menguraikan terkait permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana
Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Pemerintahan Desa Mulyoagung Kecamatan Dau
Kabupaten Malang ? 2. Apa Saja Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Pelaksanaan
Pelayanan Publik Di Kantor Pemerintahan Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten
Malang ?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripti kualitatif dengan 8 (delapan)
narasumber yang diwawancarai. Teknik analisis data dianalisis secara kualitatif dengan
memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian menjukan bahwa Bahwa
pelaksanaanpelayananpublikdikantorPemerintahanDesaMulyoagung dilaksanakan  dengan
menerapkan prosedur pelayanan yang efektif dan efisien dengan bentuk pelayanan
Administrasi Kependudukan, Pelayanan Sosial dan Kesejahteraan, Pelayanan Informasi dan
Pengaduan serta Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan. Dengan pendekatan ini, Desa Mulyoagung
berusaha memastikan bahwa semua kebutuhan administratif dan sosial masyarakat terpenuhi
dengan baik, cepat, dan transparan, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan
warga desa secara keseluruhan.

Adapun faktorpendukungdalam pelaksanaanpelayananpublikdi kantorPemerintahan
Desa Mulyoagungyakni Regulasi dan kebijakan, Infrastruktur dan teknologi, serta Partisipasi
masyarakat. Regulasi dan kebijakan yang tepat memberikan kerangka kerja yang jelas dan legal
untuk pelaksanaan pelayanan, sementara infrastruktur dan teknologi yang baik memfasilitasi
proses pelayanan agar lebih efisien dan efektif. Selain itu, partisipasi masyarakat yang aktif
menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan, karena dengan keterlibatan
mereka, kebutuhan dan harapan masyarakat dapat lebih dipahami dan diakomodasi oleh
pemerintah desa. Sedangkan untuk faktor penghambat terletak pada Keterbatasan Sumber
Daya Manusia, Keterbatasan Anggaran dan Dana, Birokrasi yang Berbelit-belit serta
Rendahnya Partisipasi Masyarakat.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Pemerintah Desa, Implementasi.
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SUMMARY

Fahdin Fadillah Lamury, 2024, Implementation of Public Services at the Mulyoagung
Village Government Office, Dau Subdistrict, Malang Regency. Advisors: 1. Prof. H.M.
Mas’ud Said, MM., Ph.D. 2. Drs. Agus Zainal Abidin, M.Si.

Based on the preliminary observations conducted by the author in mid-July at the
Mulyoagung Village Office, Dau Subdistrict, Malang Regency, the author identified issues in
public services at the Mulyoagung Village Office, Dau Subdistrict, Malang Regency,
particularly concerning the service duration, one of which involves the processing of Identity
Cards (KTP). The public reported that the process of issuing Identity Cards (KTP) did not align
with the expected timeframe of three days. Additionally, there was an absence of staff at the
service counter. This absence led to users having to wait, and the services were sometimes
provided by other employees. Furthermore, there was a lack of staff at the guest book desk.

This study outlines the issues as follows: 1. How is the implementation of public services
at the Mulyoagung Village Government Office, Dau Subdistrict, Malang Regency? 2. What
are the supporting and inhibiting factors in the implementation of public services at the
Mulyoagung Village Government Office, Dau Subdistrict, Malang Regency?

This research employs a qualitative descriptive research method with eight (8)
interviewees. The data analysis technique is qualitative, combining both library research and
field research.

The study results indicate that the implementation of public services at the Mulyoagung
Village Government Office is carried out by applying effective and efficient service procedures
in the forms of Population Administration Services, Social and Welfare Services, Information
and Complaint Services, as well as Education and Training Services. With this approach,
Mulyoagung Village strives to ensure that all administrative and social needs of the community
are met well, quickly, and transparently, thereby improving the overall quality of life and
welfare of the village residents.

The supporting factors in the implementation of public services at the Mulyoagung
Village Government Office include Regulations and policies, Infrastructure and technology, as
well as Community participation. Appropriate regulations and policies provide a clear and legal
framework for service implementation, while good infrastructure and technology facilitate the
service process to be more efficient and effective. Furthermore, active community participation
is an important factor in enhancing service quality, as their involvement allows the needs and
expectations of the community to be better understood and accommodated by the village
government. Meanwhile, the inhibiting factors are Human Resource Limitations, Budget and
Funding Limitations, Complex Bureaucracy, and Low Community Participation.

Keywords: Public Service, Village Government, Implementation.



BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur sebagai abdi

Negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945
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masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadidan
keadilan sosial selain itu diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 63 Tahun 2003 yang menguraikan pedoman umum penyelenggaraan
pelayanan publik.

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2004
tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan
Instansi Pemerintah. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan
oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima
pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang - undangan.
Penyelenggara pelayanan publik adalah petugas pelayanan publik baik Pemerintah Daerah
maupun Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan pelayananpublik. Sedangkan
penerima layanan public baik Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah yang
menyelenggarakan pelayananpublik. Sedangkan penerima layanan public adalah
perseorangan atau kelompok masyarakat dan badan hukum yang memiliki hak dan
kewajiban terhadap suatu pelayanan publik.

Pelayanan publik yang berkualitas atau yang biasa disebut dengan pelayanan prima
merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas pelayanan. Standar

Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
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pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajibandan janji
penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas,
cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014,
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan
meliputi: persyaratan, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/ tariff, produk pelayanan,
dan penanganan pengaduan. Jika suatu Instansi pemerintah dan lembaga lainnya mampu
menerapkan standar kualitas tersebut makasudah dapat dikatakan bahwa Instansi
pemerintah dan Lembaga tersebut telah memberikan kualitas pelayanan yang baik.

Satu hal yang sering diperhatikan adalah dalam bidang public service (pelayanan
umum), terutama dalam hal kualitas atau mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada
masyarakat. Pemerintah sebagai service provider (penyedia jasa) bagi masyarakat dituntut
untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Apalagi pada era otonomi daerah saat ini,
kualitas dari pelayanan aparatur pemerintah akan semakin ditantang untuk optimal dan
mampu menjawab tuntutan yang semakin tinggi dari masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan
negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan
kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa membangun kepercayaan
masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik
merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh
warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Selanjutnya diperjelas dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan yaitu,“bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib
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menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat
Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan
kondisi lingkungan”. Pemberian pelayanan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan
memang menjadi bagian yang perlu dicermati. Saat ini masih sering dirasakan bahwa
kualitas layanan minimum sekalipun masih jauh dari harapan masyarakat. Demikian juga
dengan pemerintah Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang
merupakan ujung tombak pertama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dalam
melayani masyarakat, pemerintah desa juga tidak terlepas dari permasalahan yang
berkenaan dengan kondisi pelayanan yang relatif belum memuaskan.

Berdasarkan data atau informasi yang diperoleh darimerdeka.com jumlah laporan
pengaduan Masyarakat terkait penyelenggara pelayanan public terus meningkat sebesar
350%, ujar ketua Ombudsman AmzulianRifai. Peningkatan pengaduan tersebut tidak
hanya berkisar padapengaduan yang bersifat incidental pelayanan public saja. Keluhan ini
juga meningkat drastic padamasalah-masalah sistematik kebijakan -kebijakan yang
mengakibatkan terjadinya penundaan berlarut, pungutanliar, ketidakpastina prosedur
pelayanan dan konflik kepentingan.

Banyaknya pengaduan yang masuk tersebut perlusegera disikapi oleh Instansi yang
bersangkutan. Berdasarkan temuan observasi tersebut menyatakan bahwa Implementasi
pelayanan publik baik oleh pemerintah pusat maupun daerah masih memprihatinkandapat
dilihat dari data Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa rata-rata
implementasi tersebut berada dibawah30%. Tingkat Kementerian 22,2%, lembaga negara
dan pemerintah 27% dan pemerintah daerah 10,5%. Semakin rendah implementasi
pelayanan publik, dapat memicu meningkatnya potensi pungutan liar (pungli dan korupsi)
serta dapat dinilai bahwa Instansi pelayanan public telah mengabaikan Undang-undang

Pelayanan Publik dan membiarkan potensi terjadinya pungli dan korupsi di sektor



REPOSITORY

University of Islam Malang

<
=
N
=
=)
=
s
©
wid
o
o
=
©
T
©

pelayanan publik.

Instansi pemerinah daerah seperti kecamatan merupakan salah satu contoh instansi
pemerintah yang melaksanakan pelayanan public Kecamatan sebagai penyedia layanan
publik mempunyai tugas pokok membantu Walikota atau Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah desa serta meningkatkan
efektivitas pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik
(goodgovernance) serta peningkatan kualitas dalam bentuk jasa atau perijinan melalui
transparansi dan standarisasi pelayanan. Adapun tugas lain dari kecamatan yaitu melayani
dalam hal pembuatanKartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, surat nikah, sertifikat
tanah, keterangan pindah, pertanahan, ijin keramaian, legalisasi surat-surat, dan program
keluarga harapan.

Pelayanan yang baik kepada masyarakat harus didukung oleh pegawai-pegawaiyang
handal, berkompeten, mampu memahami serta dapat melaksanakan tugas pokokdan
fungsinya sesuai dengan bidang tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Selain itu,
mereka tentu harus memiliki komitmen dan tanggung jawab moral terhadapmasyarakat.
Masyarakattentunyaingin mendapatkan kualitas pelayananyang baik dari pemerintah.
Pelayanan yang berkualitas atau yang biasa disebut dengan pelayanan prima merupakan
pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas pelayanan.

Berdasarkan pra observasi yang dilakukan penulis pada pertengahan bulan Juli di
Kantor Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang, Penulis menemukan
masalah terkaitpelayanan publik tersebut yaitu mengenai jangka waktu pelayanan, salah
satunya Ketika Masyarakat mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP). Masyarakat
menyampaikan proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak sesuai denganjangka
waktu yang seharusnya yaitu tiga hari. Menurut Kepala Bagian umum yang memberikan

konfirmasi,
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“Proses standar waktu yang diberikan yaitu tiga hari namun pada kenyataannya
waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pembuatan KTP mencapai enam
sampai tujuh hari yang dikarenakanbahan dasar untuk membuat KTP, seperti kartu

KTP harus menunggu pengiriman dari kantor pusat yang membutuhkan waktu.

Itulah factor utama yang menyebabkan jangka waktu pembuatan KTP tidak sesuai

dengan jangka waktu yang seharusnya yaitu tiga hari”.

Permasalahan yang kedua yaitu mengenai ketiadaan petugas di loket pelayanan.
Desa Mulyoagung memiliki empat loket pelayanan umum, namunhanya terdapat dua
pegawai dari bagian pemerintahan yang bertugas di empat loketpelayanan tersebut
sehingga petugas harus membagi tugasnya. Ketiadaan petugas inimenyebabkan pengguna
harus harus menunggu dan bahkan pelayanannya dilakukanoleh pegawai yang lain.
Selanjutnya mengenai ketiadaan petugas di meja buku tamu.Peneliti sudah beberapa kali
datang ke Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang untuk mengecek kebera
daan pegawai dibuku mejatamu, disana tersedia meja untuk menulis buku tamu namun
penulis tidak menemukan petugas yang menjaga meja tersebut. Sedangkan selain menjaga
bukutamu, petugas mempunyai tugas untuk memberitahu alur atau proses keperluan
penggunalayanan.

Penyelenggara pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi
kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan
administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, pelayanan umum/
publik dapat didefinisikan sebagai bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk jasa dalam
bentuk barang publik maupun jasa publik yang ada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan
dilaksanakan oleh instansi pemerintahan dipusat, di daerah dalam upaya pemenuhan
kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Berdasarkan beberapa uraian masalah di atas, peneliti tertarik untuk

melakukanpenelitian di Desa Mulyoagung, Kecamatan DAU, Kabupaten Malang yang

berjudul “Implementasi Pelayanan Publik Di Kantor Pemerintahan Desa
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Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang”.

. RumusanMasalah

Dari akar permasalahan yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah
yang ingin diteliti oleh penulisyaitu :
1. Bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Pemerintahan Desa Mulyoagung
Kecamatan Dau Kabupaten Malang?
2. Apa Saja Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik Di

Kantor Pemerintahan Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang?

. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian akan memiliki suatu tujuan dari penelitian tersebut. Hal inisangat
diperluka untuk bias menjadikan acuan bagi setiap kegiatan penelitian yangakan
dilaksanakan. Karena tujuan tersebut merupakan salah satu dari tolak ukur danmenjadi
sebuah target dari kegiatan penilaian tersebut. Dengan seperti itu maksud dantujuandari
penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat efektifitas pelaksanaan pelayanan
publik Di Kantor Pemerintah Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat sertapendukung pada sisi
efektifitas pelayanan yang secara publik di kantor Pemerintahan Desa Mulyoagung

Kecamatan Dau Kabupaten Malang.



D. Manfaat Penelitian
Setiap penelitian pastinya memiliki manfaat tersendiri untuk menindak lanjutidari

apa Yyang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian tersebut, adapun manfaat
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1. Manfaat Teoritis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam
perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pelayanan Kantor Kecamatan
sebagai peningkatan kualitas layanan masyarakat.
2. Manfaat Praktis
a. Manfaatbagi Pemerintah
Sebagai masukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan yang akan
membangun kepercayaan masyarakat serta mampumemberikan pelayanan yang
berkualitas disetiap keperluan sebagai penggunalayanan.
b. Manfaat bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini agar menjadi informasi bagi masyarakat tengtang tujuan
pelayanan publik sebagai bentk kewajiban aparatur pemerintah kepada masyarakat
dengan berlandaskan asas transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif,
kesamaan hak serta keseimbangan hak dan kewajiban, dalam memberi kejelasan

pelayanan atas kebutuhan masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu
Berkaitan dengan penelitian ini sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama

berkaitan dengan implementasi pelayanan publik di kantor pemerintahan, dan atas
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penelitian tersebut terdapat kersamaan, perbedaan dan nilai kebaruan jika dibandingkan

dengan eksistensi penelitian ini, yang dituangkan dalam bentuk tabel, yakni:
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No. Profil Judul Penelitian
1. Hamzan wadi Efektivitas pelayanan publik pada
Skripsi kantor desa
Universitas sukadamai kecamatan jerowaru
muhammadiyah mataram kabupaten lombok timur

Rumusan masalah

1. Bagaimana efektivitas pelayanan publik pada kantor Desa
Sukadamai Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur?

2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan
publik pada kantor Desa Sukadamai Kecamatan Jerowaru
Kabupaten Lombok Timur?

Sama-sama mengkaji pelayanan publik dikantor

pemerintahan desa.

Perbedaan dengan penulisan yang dilakukan

penulis  adalah, menganalisis pelaksanaan

pelayanan publik di kantor pemerintahan desa
mulyoagung kecamatan dau kabupaten malang,
serta menganalisis faktor pendukung dan faktor

Perbedaan penghambat pelaksanaan pelayanan publik di

kantor  pemerintahan ~ desa = mulyoagung

kecamatan dau kabupaten malang. Sedangkan
pada penulisan skripsi yang berjudul,

Efektivitas Pelayanan Publik Pada Kantor Desa

Sukadamai Kecamatan Jerowaru Kabupaten

Lombok Timur, membahas terkait dengan

efektivitas pelayanan yang dilakukan oleh

pemerintah desa terhadap pelayanan publik.

Persamaan

Berguna bagi penulis untuk menambah
Kontribusi wawasan dan pengetahuan di bidang peleyanan
publik dengan mengetahui segala bentuk
penerapan dan kendala yang terjadi.

No. Proofil Judul Penelitian
2 | Delvi otista maria | Analisis kinerja pegawai kantor desa dalam
skripsi memberikan pelayanan administrasi kepada
Universitas Medan | masyarakat
Area

Rumusan masalah

1. Bagaimana analisis kinerja pegawai kantor desa dalam
memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat di desa
Siabu, Kecamatan Salo Kabupaten Kampar ?
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2. Apa faktor- faktor yang menghambat Kinerja Pegawai Kantor Desa
dalamMemberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Siabu,
KecamatanSalo, Kabupaten Kampar ?

Persamaan

Sama-sama membahas terkait dengan kinerja
pemerintahan dalam memberikan pelayanan
administrasi untuk masyarakat desa.

Perbedaan

Perbedaan dengan penulisan yang dilakukan
penulis adalah, menganalisis pelaksanaan
pelayanan publik di kantor pemerintahan Desa
Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten
Malang, serta menganalisis faktor pendukung
dan faktor penghambat pelaksanaan pelayanan
publik di kantor pemerintahan desa mulyoagung
kecamatan dau kabupaten malang. Sedangkan
pada penulisan skripsi yang berjudul, Analisis
Kinerja ~Pegawai Kantor Desa Dalam
Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada
Masyarakat, membahas terkait dengan Analisis
Kinerja Pegawai  Kantor Desa dalam
Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada
Masyarakat di Desa Siabu, Kecamatan Salo
Kabupaten Kampar.

Kontribusi

Berguna bagi penulis untuk menambah
wawasan dan pengetahuan terkait dengan
kinerja aparat pemerintah desa memberikan
pelayanan kepada masyarakat.

No.

Profil

Judul Penelitian

Wahyuni skripsi

Universitas Islam
Negeri Alauddin

Makassar

Strategi pemerintah desa dalam meningkatkan
kualitas pelayanan publik di kantor desa
Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng
Utara Kabupaten Takalar

Rumusan masalah

1. Apa upaya dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan
kualitas pelayanan publik di kantor Desa Massamaturu Kecamatan
Polongbangkeng Utara Kabupaten Kakalar?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam upaya
pemerintah desa meningkatkan pelayanan publik di kantor Desa
Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten

Takalar?

Persamaan

Sama-sama  membahas  terkait  dengan
peningktan pelayanan publik.

Perbedaan

Perbedaan dengan penulisan yang dilakukan
penulis adalah, menganalisis pelaksanaan
pelayanan publik di kantor pemerintahan Desa
Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten
Malang, serta menganalisis faktor pendukung
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dan faktor penghambat pelaksanaan pelayanan
publik di kantor pemerintahan desa mulyoagung
kecamatan dau kabupaten malang. Sedangkan
pada penulisan skripsi yang berjudul, Strategi
Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik di Kantor Desa Massamaturu
Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten
Takalar, membahas terkait dengan upaya
dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan
kualitas pelayanan publik di Kantor Desa.

Berguna bagi penulis untuk menambah

Kontribusi wawasan dan pengetahuan di bidang strategi
peningkatan pelayanan publik.
No Profil Judul Penelitian
4 | Vinasusana Peran pemerintah desa dalam pelayanan

Skripsi Universitas | administrasi bagi masyrakat Gampong Lamcot

Islam Negeri Aar- Kecamatan

raniry Banda Aceh | Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar

Rumusan masalah

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pelayanan administrasi
bagi masyarakat gampong lamcot kecamatan kuta cot glie
kabupaten aceh besar?

2. Bagaimana sistematika pelayanan administrasi bagi masyarakat
gampong Lamcot Kecamatan Kuta cot glie Kabupaten Aceh
Besar?

Persamaan Sama-sama membahas peran pemerintah desa
dalam pelayanan administrasi bagi masyarakat.

Perbedaan Perbedaan dengan penulisan yang dilakukan
penulis adalah, menganalisis pelaksanaan
pelayanan publik di kantor pemerintahan desa
mulyoagung kecamatan dau kabupaten malang,
serta menganalisis faktor pendukung dan faktor
penghambat pelaksanaan pelayanan publik di
kantor  pemerintahan  desa  mulyoagung
kecamatan dau kabupaten malang. Sedangkan
pada penulisan skripsi yang berjudul,Peran
Pemerintah Desa Dalam Pelayanan
Administrasi Bagi Masyrakat Gampong Lamcot
Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh
Besar, membahas terkai dengan pencapaian
sistematika  pelayanan administrasi  bagi
masyarakat.

Kontribusi Berguna bagi penulis dan masyarakat dalam
untuk mengetahui peranan pemerintah untuk
meningkatan pelayanan publik.

5 Siti saani Kinerja aparatur pemerintah desa dalam
skripsi meningkatkan




Universitas kualitas pelayanan publik (studi tentang
Mataram persyaratan pembuatan akte kelahiran)
di Desa Warloka Kecamatan

Komodo Kabupaten Manggarai Barat
Rumusan masalah

1. Bagaimana kinerja aparatur Pemerintah Desa dalam menigkatkan
kualitas pelayanan publik (studi tentang persyaratan pembuatan
akte kelahiran) di desa warloka kecamatan komodo kabupaten
manggari barat?

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung yang
dihadapi pemerintah Desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan
publik (studi tentang persyaratan pembuatan akte kelahiran) di desa
warloka kecamatan komodo kabupaten manggarai barat?
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Persamaan Sama-sama mengenalisis Kkinerja aparatur
pemerintah desa dalam meningkatkan
Kualitas pelayanan publik

Perbedaan Perbedaan dengan penulisan yang dilakukan
penulis adalah, menganalisis pelaksanaan
pelayanan publik di kantor pemerintahan desa
mulyoagung kecamatan dau kabupaten malang,
serta menganalisis faktor pendukung dan faktor
penghambat pelaksanaan pelayanan publik di
kantor ~ pemerintahan desa = mulyoagung
kecamatan dau kabupaten malang. Sedangkan
pada penulisan skripsi yang berjudul, Kinerja
Aparatur Pemerintah Desa Dalam
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi
Tentang  Persyaratan ~ Pembuatan ~ Akte
Kelahiran) Di Desa Warloka Kecamatan
Komodo  Kabupaten = Manggarai ~ Barat,
mengenalisis terkait dengan kulitas pelayanan
publik  dalam  pengurusan  persyaratan
pembuatan Akte Kelahiran.

Kontribusi Bermanfaat bagi penulis dan masyarakat dalam
proses pengurusan dokumen di pemerintahan
desa.

Secara umum keterkaitan penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan penelitian
terdahulu memiliki relevansi untuk memperkuat hasil-hasil penelitian terdahulu karena
memiliki kesamaan fookus kajian, serta memperdalam studi-studi yang sudah dilakukan, dan

bisa juga mengembangkan sebagian penelitian yang ada.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Desa Mulyoagung
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Pada awalnya ada dua wilayah kepemimpinan, wilayah pertama

University of Islam Malang

adalah wilayah Jetis dengan Kepala Desa Bapak Ngatemi. Untuk wilayah
kedua adalah wilayah Dermo, Jetak dan Sengkaling dengan Kepala Desa
Bapak Trunojoyo. Kemudian ketika bapak Ngatemi meninggal dunia maka
kepemimpinan dirangkap oleh Bapak Trunojoyo tetapi wilayah masih tetap
terbagi dua wilayah. Ketika Bapak Trunojoyo meninggal dunia maka
kepemimpinan langsung dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Bapak
Karyo Truno.

Pada masa kepemimpinan Bapak Karyo Truno inilah ada gagasan
untuk menyatukan dua wilayah tadi menjadi satu dan pada tanggal 16
Agustus 1948 dua wilayah ini menjadi satu wilayah dan diberi nama Desa
Mulyoagung. Selang dua tahun bapak Karyo Truno meninggal dunia dan
Pimpinan Kepala Desa Mulyoagung dilanjutkan oleh Bapak Moestopo yang
merupakan anak dari bapak karyo Truno. Di masa kepemimpinan Bapak
Moetopo tahun 1975 jumlah dukuh di desa Mulyoagung yang awalnya
berjumlah 4 (empat) dukuh yaitu dukuh Dukuh Dermo, Jetak, Sengkaling
dan Jetis dan pada tahun 1975 dukuh Jetak dibagi menjadi 2 dukuh karena
telah memenuhi syarat baik itu luas wilayah maupun jumlah penduduknya,
dan sampai sekarang terkenal dengan nama dukuh Jetak Lor dan dukuh

Jetak Ngasri, dan semenjak itu Desa Mulyoagung mempunyai 5 (dukuh)
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yaitu Dukuh Dermo, Dukuh Jetak Ngasri, Dukuh Jetak Lor, Dukuh Jetis dan
Dukuh Sengkaling.

Pada tahun 1986 Bapak Moestopo meninggal dunia, maka pada tahun
itu juga kepemimpinan bapak Moestopo ada kevakuman, sehingga jabatan
Kepala Desa diatur oleh pihak Kecamatan dengan Penempatan Penjabat
Sementara dari Staf Kecamatan Dau yaitu Bapak Rokim yang menjabat
selama 1 Tahun. Kemudian Pada tahun 1987 diadakan Pemilihan Kepala
Desa Mulyoagung, dan merupakan yang pertama kali diadakannya
Pemilihan Kepala Desa Mulyoagung, dan terpilihlah bapak Djuwahir
sebagai Kepala Desa Mulyoagung yang baru. Kepemimpinan Bapak
Djuwahir sebagai Kepala Desa Mulyoagung selama 2 periode jabatan
karena terpilih lagi pada Pemilihan Kepala Desa tahun 1997 dan berakhir
pada tahun 2006, namun diangkat lagi sebagai Penjabat Kepala Desa
Mulyoagung yang akan berakhir bulan Juni tahun 2007.

Pada bulan juni 2007 itulah pergantian Kepala Desa diadakan dengan
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan terpilihlah bapak Sumardi yang
sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dusun Sengkaling dan Bapak H.
Sumardi menjabat Kepala Desa Mulyoagung Periode 200-2013, dan
terpilih kembali untuk periode ke 2 (dua) tahun 2013-2019.

Pada bulan mei tahun 2019, masa bakti Bapak Sumardi sudah habis
dan digantikan dengan Penempatan Penjabat Sementara dari Staf
Kecamatan Dau yaitu Bapak Rinda Perdana yang menjabat selama3 bulan,
dan pada masa rentang waktu 3 bulan itulah Desa Mulyoagung mengikuti

Pemilihan Kepala Desa serentak se-Kabupaten Malang dan terpilihlah



2019 sampai 2025.

Bapak Suheri sebagai Kepala Desa Mulyoagung dengan masa bakti tahun

Berikut ini tabel daftar nama Kepala Desa Mulyoagung :

REPOSITORY

University of Islam Malang

NO NAMA JABATAN PERIODE
1. | Ngatemi Kepala Wilayah

2. | Trunojoyo Kepala Wilayah

3. | Karyo Truno Kepala Desa - 1950

4. | Moestopo Kepala Desa 1950-1986
5. | Rokim Pj. Kepala Desa 1986 - 1987
6. | Djuwahir Kepala Desa 1987 - 2006
7. | Sumardi Kepala Desa 2007 - 2019
8. | Rinda Perdana Pj. Kepala Desa 2019

9. | Suheri Kepala Desa 2019 - 2025

2. Letak Geografis Desa Mulyoagung

Desa Mulyoagung terletak di Kecamatan Dau Kabupaten Malang,

yang dimana dapat dilihat dalam bentuk peta gambar di bawah ini:

Milyoagung
 ([KECAMATAN|DAU)
(KABUPATEN/MATANG)

*

I pUSUN DERMO ;
I DUSUN JETAK NGASRI -
L% 'DUSUNJETAK LOR
DUSUN SENGKALING
[ DUSUN JETIS
N T 4 4"

o e
" _'v“ff,.
¥

ey
e \;! M “‘ } "l
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DESA
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Kemudian, Desa Mulyoagung terdiri dari 5 Dusun 20 RW dan 65 RT
yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 14.186 jiwa per Januari 2023.
Jumlah penduduk ini terdiri dari 7.192 penduduk laki-laki dan 6.994
penduduk perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 4.213 KK,
dengan kepadatan penduduk 4.793 Jiwa/km2. Penduduk Desa Mulyoagung
paling padat terdapat di Dusun Jetis. Usia penduduk paling banyak di Desa
Mulyoagung adalah pada rentang usia remaja hingga dewasa.

Penduduk Desa Mulyoagung saat ini juga sudah memahami betapa
pentingnya pendidikan, jumlah tamatan pendidikan terbanyak penduduk
Desa Mulyoagung adalah SLTA/Sederajat. Namun setiap tahunnya
penduduk yang menamatkan pendidikan diatas SLTA/Sederajat sudah
mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal ini dilihat dari banyaknya
minat penduduk yang baru lulus SLTA/Sederajat meneruskan pendidikan

mereka ke jenjang yang lebih tinggi.

. Struktur Organisasi

Struktur organisasi desa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa. Organisasi pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan
fungsi eksekutif di tingkat desa dan dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala
Desa dipilih melalui pemilihan umum yang diikuti oleh warga desa yang

memenuhi syarat. Kepala Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan
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pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam
menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa yang
terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun.

Sekretaris Desa adalah pejabat yang bertanggung jawab atas
administrasi pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan desa dan
penyusunan peraturan desa. Sekretaris Desa diangkat dari Pegawai Negeri
Sipil yang memenuhi persyaratan. Kepala Urusan bertanggung jawab atas
urusan administrasi, perencanaan, dan pelaporan di bidang masing-masing.
Kepala Seksi bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan di
bidang masing-masing, seperti pembangunan, kesejahteraan sosial, dan
pemberdayaan masyarakat. Kepala Dusun bertanggung jawab atas
koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat dusun atau
lingkungan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang
menjalankan fungsi legislatif di tingkat desa. BPD berfungsi sebagai
lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat desa, menyusun dan menetapkan peraturan desa bersama
dengan Kepala Desa, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
peraturan desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa).
Anggota BPD dipilih melalui pemilihan oleh warga desa yang memenubhi
syarat dan memiliki masa jabatan selama enam tahun.

Struktur organisasi desa juga dapat mencakup lembaga-lembaga

kemasyarakatan desa lainnya seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
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Desa (LPMD), Karang Taruna, dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK). Lembaga-lembaga ini berfungsi untuk
mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah desa dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pemerintah desa dan BPD
harus selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik guna mencapai
tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan. Semua
tindakan dan keputusan yang diambil harus berdasarkan prinsip-prinsip
transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan Kkesetaraan, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, adapun
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mulyoagung, tertuang dalam

gambar bagan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
REMERINTAHAN! DESA|MULYOAGUNG,

BPD il N | KEPALADESA |
MOESANTO SUHERI
—— NS RN TS W A SEKRETARIS DESA
I 1 : SOLEH
: | ‘ ; \

KASI KASI KASI % KAUR KAUR KAUR
PELAYANAN KESEJAHTERAAN PEMERINTAHAN ; PERENCANAAN KEUANGAN UMUM & TU
FUAT HASAN DYASTRI S. SONDARI : SUMARYONO DESI WULANDARI | | YOYONG CAHYO P

I
STAF
TEGUH YULIANTO
P :
KASUN KASUN KASUN KASUN KASUN
DERMO JETAK NGASRI JETAK LOR SENGKALING JETIS

ZAINAL ARIFIN SHUCMA CAHYA D | | LUKMAN HASIM ADI SETIAWAN DANUL CHOIRUDIN

Garis Komando O
Garis Koordinasi — — — —




B. Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Pemerintahan Desa Mulyoagung
Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Pelayanan publik merupakan salah satu tanggung jawab fundamental dari
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pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25

University of Islam Malang

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik diartikan sebagai
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan ini mencakup
berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan
administrasi umum.

Pelayanan publik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar
seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan, dan keberlanjutan
untuk memastikan bahwa seluruh warga negara dapat mengakses pelayanan
yang berkualitas tanpa diskriminasi. Transparansi dalam pelayanan publik
mencakup penyediaan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses oleh
masyarakat, sementara akuntabilitas menekankan pada tanggung jawab
penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang terbaik
sesuai standar yang telah ditetapkan serta memberikan laporan
pertanggungjawaban atas kinerja mereka.

Partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan publik juga menjadi aspek
penting, di mana masyarakat diberikan ruang untuk memberikan masukan,

kritik, dan saran yang konstruktif guna perbaikan pelayanan. Kesetaraan dalam
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pelayanan publik memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam penyediaan
layanan, baik berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau kondisi
fisik. Selain itu, keberlanjutan dalam pelayanan publik mengharuskan adanya
perencanaan jangka panjang dan pemanfaatan sumber daya secara efisien dan
efektif untuk menjamin keberlanjutan layanan bagi generasi mendatang.
Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik, memiliki kewajiban
untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai upaya seperti
pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, penggunaan
teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah akses layanan,
serta evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan. Dalam konteks ini, kerjasama
antara pemerintah pusat dan daerah, serta dengan pihak swasta dan masyarakat,
juga sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pelayanan
publik yang efektif dan efisien. Dalam peningkatan pelayanan publik
pemerintahan daerah diberikan keleluasaan dan wewenang untuk merancang
dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat,
dengan kebijakan tersebut pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan
yang terbaik dan mampu menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat
setempat (Muniman, M. Mas’ud Said dan Retno Wulan Sekarsari. 2022: 96).
Pelaksana pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut: adil dan
tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah, tegas, andal, dan tidak memberi
keputusan yang berlarut-larut, profesional, tidak mempersulit, patuh pada
perintah atasan yang sah dan wajar, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas
dan integritas institusi penyelenggara, tidak membocorkan informasi atau

dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan, terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari
benturan kepentingan, tidak menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas
pelayanan publik untuk kepentingan diri sendiri, tidak memberikan informasi
yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta
proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat, tidak menyalahgunakan
informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki, sesuai dengan
kepantasan, dan tidak menyimpang dari prosedur (Philipus Ngorang. 2020: 13).

Dalam penataan kelembagaan pemerintahan negara, terutamanegara
berkembang, tidak akan terhindar dari kondisi ketergantungan kepadanegara
lain atau institusi global lainnya yang berkepentingan terhadapkeseimbangan
dan ketahanan sistem ekonomi global. Bidang strategis yang harusmenjadi
perhatian pemerintah dalam penciptaan daya saing antara lain: urusanbidang
infrastruktur wilayah, pedidikan dasar, kesehatan masyarakat, kemampuan
produktif